PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202079204630001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada
Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT JATARIM BINAU SAMPIT

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207920463

3. Alamat Kantor - JI M. Hatta Gg. SPG Permai | Nomor 12, Desa/Kelurahan Mentawa Baru
Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah,
Kode Pos: 74325

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 082158395888

6. Kode Kilasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : JL MOH HATTA GANG SPG PERMAI | NO 12, Desa/Kelurahan Ketapang,
Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah,
Kode Pos: 94111

8. Status : Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI| Pelaku Usaha dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas waijib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 September 2022

a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 November 2024

NwNh

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. ' Balai
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 4 ‘ Sertifikasi
Dokurmen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. N\ Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat djperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202079204630001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode Klasifikasi . Bukti Lembaga Masa

kLi| JUdulKBLI | pisiko Persyaratan dan/atau Kewajiban Pemenuhan Verifike?si Berlaku

52297 |Jasa Menengah [Persyaratan: Telah Kementerian [Selama
Keagenan Tinggi - Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa terverifikasi  |Perhubungan|Pelaku
Kapal/Agen minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, Usaha
Perkapalan sarana dan prasarana internet, serta peralatan menjalankan
Perusahaan keselamatan; kegiatan
Pelayaran - Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai usaha

transportasi penunjang usahanya.

- Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat 111
(ANT-IIl) atau Ahli Tehnika Tingkat Il (ATT-III) atau
Diploma Il Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan
Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut
dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di
perusahaan pelayaran/keagenan kapal;

- Memiliki sistem manajemen mutu;

Kewajiban:

- Melakukan kegiatan operasional secara terus-
menerus sesuai standar usaha keagenan kapal;

- Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan
kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan
pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara
pelabuhan;

- Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal
setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara
pelabuhan setempat;

- Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam standar usaha keagenan kapal;

- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran
ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. ' Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 4 ‘ Sertlflka.sl
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. N\ Elektronik
4.  Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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